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Menimbang

Mengingat : 1.

RBTRIBUSI JASA USNIA

DENGAII R.0IIUAT TI'HAN YAIIG UAHA ESA

GI'BERNI'R ITUSA TEITGGARA TIUI'R'

: a. bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional

Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya

aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang perlu

dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis guna

mendongkrak naiknya Pendapatan Asli Daerah Nusa

Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a darr huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun

2O11 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
I

t6491; It/
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

PemerintahanDaera}r(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2OOgNomorl3O'Tambahan['embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

5.PeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraTimurNomor9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2oll

Nomorl0,TambahanlrmbaranProvinsiNusaTenggara
Timur Nomor OO5O);

Deagan Persetqiuen Bersama

DEtrIAN PERWAXII,AN RAITTAT DAERA}I

PROVNTSI rfUSA TEIT(X}ARA TIMT'R

Dan

GUBERITUR I{USA TEI|CIGIARA TIMUR

MEMUTTISKAN:

Meaetapkan : PERATURAIT DAERAII TEI|TANG PtsRt'BAHAIt ATAS

PERATURAIS DAERAII PROVINSI ITUSA TENGGARA

TTTUUN ITOUOR 9 TAIIT,II 2011 TEI{TANG RETRIBUSI

JASA USAIIA-

Pesal I

BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahProvinsiNusaTenggaraTimur

Nomor 9 Tahun 2011 (Irmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2O11 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
I

Tenggara Timur Nomor 0050), diubah sebagai berikut: / -t/
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1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasat 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(21 Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada

Kelompok Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Veteriner pada

Dinas Peternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas

Pendapatan dan Aset Daerah, UPTD Laboratorium Kesehatan pada

Dinas Kesehatan, dengan tarifsebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Strukfur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa dan Asrama berdasarkal jenis tempat

penginapan dan jangka waktu pemakaian serta fasilitas lainnya

seperli kantin, ruang rapat, dan toko.

(2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang

berlaku di daerah setempat.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit
pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang

meliputi:

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan

b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggarahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan oaerahini. /l/
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(5) Struktur Retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahanlVilla dan

Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat tambahan

obyek retribusi dengan tarif sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Struktur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mendapat tambahan obyek retribusi
dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

4. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur. /L
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2074.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupalg
pada 1l Descmber 2013

Diundangkan di Kupang
1l Dcscmbcr 2013

PROWSI岬,‖

SALEM

LEMB― N DAE― PROVINSI
NO■IOR 008.

NUSA TENGGARA T…  TAHUN 2013
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PERA― DAE― PROVINSI NUSA mNGGARA―
NOMOR 3 T-2013

呻 ANG
PmUB― ATAS mRATU― D― PROmSIHusA TENOC― T―

NOMOR 9 T-201l TENTANG R「 uVSIJASA US―

…

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tent"ang

Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan menetapkan Peraturan Daerah

dan tarif Retribusi Daerah adalah kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah

setelah dilakukan evaluasi dan klarilikasi oleh Menteri Dalam Negeri

bersama Menteri Keuangan.

Dalam rangJ<a menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa

TenggaraTimurNomorgTahun2olltentangRetribusiJasaUsaha,perlu
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas' perlu

mengubah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun

201 1 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PAW DШ  PAm

Pa3al I

CuhpjeL.

Pa3al Π

m晦 卜h6.

DAERAE PROVIITSI ISUSA TENGCARA TIUT'R
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LAUPIRAII I : PERATIIRA.II DAERAII PROVffSI IYUSA IEI|(X}ARA TIUIrR

I lroiloR : 8 TATTIIN 2o13
l

TANGGAL : 11 DESEItrBER2Ol3
TIIIYTAIIG : R.EIRfBUSIJASAUSAIIA

RITTRIBUSI PEU.N(AIAIT XENAYAAIT DAERAH
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KELAUTAN DAN PERIKANAN
OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN SATUAN PEMAKAIAN TARIF{R,〕

ttPf. Pelabuhu Pcrlkaam Paatat, R'nah Dtaar Pelabuhm Ala&
Pelebuhaa Perltalu lluosla

Ldran/Tamh Per M2/tahun 12,500

Bmgunm Dlnas Pcrlkuan
Lapah /MeJa Peilagug lku Per M2/hai 2,500

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN SATUAN PEMAKAIAN TAMF`Rp)

lsALox D.AN GROOUMG
l1- Mmdt Blog

a. t(ucllg t clt (Ara&l
b. Kuclagberar (dcrasl
c. A{lng Lecil bulu pondek

d. AEJtag Lecil bulu panJ.sg

e. An$ng Sedug
f. AaJtng Berar

2. Maadt Obrt Aatl.Iuur
a. Kuctng kecll (Anat)
b. lluc{l3 beru lderara)
c. A4flag Lecll bulu pendek
d. Ao$ag tectl bulu paqrug
o. Aq|l-gScdug
f.A4ilng Berr

3. Mudt Ob.t Kutu
a. Kuclng kecdl (Anatf
b. Kucdngbau (dwsa)
c. Aqilag Ledl bulu lmdel
d. Aqrfag L€cff bdu paqiug
e. Arjlng Harg
f. A{tng Berar

4. Guatlag BuIu
5-lf,ffic

I Per ekor
Per ekor
Per ekor

Per ekor

Per ekor
Per ekor

Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor

Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
Per ekor
reroms

40,000
40,000
40,000

45,000

50,000
55,000

55,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000

65,000
70,000
70,000
75,000
75,000

80,000
20,000
150000

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN SATUAN PEMAKAIAN TARIF(RP)

Sewa Petak R巨 ko「H●83shlp

Sewa Petak Lantal Ruk●
「

Hen3bIP
Per tahun
Per tahun

3,500,000
1,000,000

KOMUNIXASI
URAIAN SATUAN PEMAKAIAN TARIFlRP)

Rumah dlar (Jl Pemuda Oetete T54ro B (15O M2f 1 utt
,aB8m

Per bulan dlhapuc

1. PeDggu[ae Soutd rlr.tea
2. Scm aula Komlnfo

per hari
per hri

300,000
150.000

3. Sewa aula Xomlnfo per hui 150,000

⌒



5. UPTD LABORA?ORII'I XESEIIATAT - DIITAA XEAEIIATA'IT PROV'NTT
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OBYEK RETRIBuSI TAMBAIIIAN SATUAII PEMAKAN TANF(Rp)

ffi
1. l[.nitl Bt s

r. Kucrng &cc[ lA8.t,
PELIIYAIIAIT I'ASA LAAOAATORIUII
1. JASA PDMDRIKSAIJI

.- PEITERIKSAAII EIDANG SEROLO(II
- Peaclttss KolodPol Coggtt

sl nB.A8sttt
bl cD4

b.PDI,ERIXAAAII BTDANO IIITATOLO<iI
1. Olobulln
2. Utbe r.rkoba

2.JAAA DI LUAB, PDMETUXAAAN

E. Sdr.I od.
b. 9.6 KoaPut.r
c. Set'. eqsd .Y.teD
il. S€sg Pe!.l.tu mtut P.aclttLr ite Bt'vr PK! M'trsrtsa

(bdreHu)
.. .a.!a T.tnL
r. soi gi'eretaa utt rocutiar & Bt'ra Pt(L u'ta't#

I ker6Po},
I rl r ./d 4 olqnl
| 2) I ./d 4 orars
I ay r .7a + "oog| 4) 5./d 10 orag
I s1s ./a ro "o.rI 5t s '/d 10 oFns

pcr hari

I

lper ormg/per bulu
lper tatilpet oraas

per 15 hari

buan
2 btllan

15 han

b遍
2 bulan

40,000

30,000
180,000

15,OIXl

150,000

100,0∞
100,000
300,000

250,000
100,000

250,000
500,000
750,000
500,000

1,lllXl,000

2,000,000
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DAERAII PROvIilSI XUAA TEIT(X}ANA TIUI'R
2013

2013
JASA US―

mIPI― I13
NOMOR
TNCCAL
― TNG



LAI― IE 8 PERAT― H DAE― PROWSIHUSA TEHCCARATmm
HCIOR     3  8 TA-2013
TNGGAL    :   1l DESEEBER 2013
TEHTAIG   : ― RIBUSI JASA US―

RETmtrSI PELAYNAN KEPELAB― m

Meter kubik

Meter kubik

Ton
Ton
Ton

a. Karyawan dan
1.0 srd 10 m3
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Kapal Perikanan
Kapal Non Pedkanan
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